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STATUTA I'NTYERSITAS PANCASILA

Dengan rahrnat Tuhan yang Maha Esa
Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pa,-rcasila

Meninrbang

Mengingat

a. bahwa statuta merupakan pedornan dasar dalam penyelenggaraan
kegiatan dan pengembangan Universitas pancasila yang
harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat
perguman tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi
informasi dan komunikasi;

b; bahwa Statuta Universitas Pancasila yang berlaku sejak tahun
2002 perlu disesuaikan ;

c. bahwa berdasarkan risalah rapat Yayasan Fendidikan dan
Pembina Unversitas Pancasila tln1gal 7 Oktober 2014 perlu
disusun statuta yang b3ru;

d- bahwa oleir karena itu, perlu ditetapkan statuta yang baiu untuk
menggantikarr statuta tahun 2002;

l. IlnCang-Undar,g Republik Indonesia Nomor : l6 Tahun 2001
tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor : 28 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-u::Cang P.epublik Indonesia
rr-omor : 16 Tahuii 2001 ientang Yayasan;

4. Undang-undang Nontor 14 Tahrrn 2005 tentang Guru dan
Dosen.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi ;

6. Peraturan Pemerintah Numor: 37 Tahun 2003 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomcr : 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional l'endidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualihkasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

ll. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor : 50 Tahun 2014 tentang sislem peqiaminan
MutuPendidikanTinggr; ,

12. Peraturan Menteri Pendi<iikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 139 Tahun 2014 tentang pedoman Stutota
Dan Organimsi Perguruan Tnggr.

!{eputqlan rapat Yayasan pendidikan dan pembina universitas
pancasila tanggal 7 oktcber 2014.

MEMUTUSKAN

PERATT.JRA}I YAYASA}I PENDIDIKA}.I DAN
LINTVERSITAS PANICASILA TENTANG
UNWERSITAS PANCASILA.

di : Jakarta
: Xf iuti zors

Pembinq

. Siswono Yudo Husodo

PEI{BINA
STATUTA

: statuta universitas pacasila adalah sebagaimana tercantum dalam
Iampiran Peraturan ini.

: statuta sebagaimana dimaksud dalam dikhm pertama merupakan
pedoman dasar daram penyelenggarzum kegiatan dan/atau
pengembangan bidang akademik dan bidang non akatlemik
Un iversitas Panca^sila.

: Peraturan ini naulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

l. Menteri Riset dan pendidikan Tinggl
2' Dirjen Kelembagaan Ilrnu Pengetahuan Teknologi dan pendiilikan Tinggi;3. Koordinator Kopertis Wilayahlll Jakafiz;4. Rektor Universitas pancasila;
5. Arsip.
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PEMBUKAAN

Universitas sebagai pusat ilmu dan budaya, secara universal di dalam dirinya mengandung
embanan-bawaan: sebagai lembaga ilmq mengembangkan ilmu dan teknologi: sebagai
lembaga buday4 menumbuhkan dan memelihara budaya masyarakat ihniah yang merupakan
unsur pembentuk kebuciayaan nasional. Universitas. sekaiigus rnendidik dan rnengajar sivitas
akademika yang mer:rjadi asuhannya" baik pengembangan ilmu maupun penumbuhan budaya
ilmiah dengan rnemperhatikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Pancasila sebagai nama yang disandang oleh Universitas ini, sejak didirikan pada tanggal
28 Oktober 1966, dimaksudkan sebagai atribut yang memancarkan karakteristik dan
kualitas kepa-ncasilaan dirinya. Elerkenaan dengan itu, dalam menyelelggaralian
pendidikan, penelitiaq dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pancasila selain
berorientasi pada filsafar ilmu, meruiuk pada Paradigma Pancasila.

Penyelenggaraan Tri Dharma ini berarah pada terlahirkannya lulusan yang bersosok
insan-susila yang terpelajar, dan memiliki rasa tanggungiawab yang kuat pada terpeliharanya
kebersamaan antar semua kemajemukan-alami, di lingkungkan masyarakat Indonesia dan
umat manusia.

Segenap struktur dan proses yang mengatur antar struktur dalarn penyelenggaraan pendidikan,
pettelitian dan pengbdian kepada masyalakat di lingkungan Universitas Pancasila riiatur dan
ditetapkan dalam statuta dengan merujuk pada Pembukaan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Pengcrtiao

l. Statuta Universitas Pancasila adalah pedoman dasar pengelolaan Universitas Pancasile
yang digunakan sebagai landasari penyusunan peraturail dan prosedur operasional di
Universitas Pancasila, yang berisi Pembukaan, Ketentuan Umum, yayasan pendidikan
dan Pemtrina, Visi, Misi, Tujrnq 16.n t*, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Ctonomi Keilmuan, Gelar
Akademik, Sebutan Lulusan dan Penghargaan, Tatakelol4 Dosen dan Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni, Kerjasam4 Sarana dan prasarana, Keuangan
dan Kekayaan, Sistem Penjamilran Mutu lntemai, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan
Penutup.

2. Yayasan selanjutnya disingkat YPP-UP adalah Yayasan pendidikan dan Pemtra
Universitas Pancasila yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

3. Universitas Pancasila selanjutnya disingkat uP adalah institusi yang bergerak di bidang
pendidikan tinggi dan didirikan pacia tanggal 28 Oktober 1966.

4. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal mencakup program pendidika, Diploma
atau Vokasi, S*juna Magister, Doktor, Spesialis, dan profesi yang diselenggarakan
oleh UP.

5- Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada
masyarakat.
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT, adalah satuan
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,'ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Sundar Nasional Pendidikan, adalah kiteria minimal. tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Stapdar Nasional Peneiitian adalah kriteria minimal tentang sistem peneiitian pada
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Stan<iar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem
pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indcnesia.
Kerangka Kualifricasi Nasional Indorresi4 yang selanjutnya disingkat KKNI, aCalah

ketangka pe4lenjangan kualifrkasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuair kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai seklor.
Rektor adalah organ UP yang nrcmimpin penyelenggaraan dan pengclolaan UP.
Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UP yang menyusun,
merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik.
Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, )'ang dapat dikelumpokkan
menurut Jurusan/Irogram Studi, yang menyelenggarakan dan tnengelola pendidikan

akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau seni.
Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah rrnsur pelaksana akademik
setingkat Fakultas yang bertugas menyelerrggarakan dan/atau mengoordinasikan
Prograrrr Pascasarjana (S2 dan/atau S3).

Prograln Studi yang selanjutnya disingkat Prcdi adalah kesatuan kegiatan peldidikarr
dan pembeiajaran yang memiliki kurikulum cian metocie pembelajaran tertentu daleh
satu jenis pendidikan akadernik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Senat Fakultas selanjutr:ya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk

menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor dalam lingkungan Fakultas.

Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UP yang berwenang dan

bertanggungjawab terhadap pcnyelcnggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

Direktur sekolah Pascasarjana adalah pirnpinan sekolah Pascasarjana di lingkungan UP

yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di

Sekolah Pascasarj ana.

Sivitas Akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen,

mahasiswa, dan alumni UP.
Dosen adalah penCidik profesional dan ilmuwan dengeur tugas utama

mentransformasikan, mengembangka-n, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan, peneiitian, dan pengabdian kepada masyarakat'

Mahasiswa adalah peserta didik padajenjang Pendidikan Tinggi di UP.

Tenaga Kependidikan adalah anggota nrasyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UP.

Rencana Induk Pengembangan Kampus selanjutnya disingkat RENIP adalah instrumen

percncanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UP dan digunakan sebagai

dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas

Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis'
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25.

24 Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja
anggaran pendapatan dan rencana kerja anggara.r pelanja yang merupakan dasar
pengelolaan kerrangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan

. penjabaran dari rencana strategis.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset
dan pendidikan tinggi.

Pasal 2
Nilai-Nilai Dasar

1. universitas Pancasila menj,njung tinggi pancasila sebagai Ideologi, pandangan Hidup
B-angsa dan Dasar Negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik indone-sia 'r'ahun
1945 sebagai konstitusi Negar4 Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk
Negai'a cian Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negar a.

2. Penyelenggaraari Tridhamra Perguran Tinggi di Univeisitas Pancasila didasarkan atas
nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat Universal.

3. Integritas yeng tinggi kepada institusi Universitas pancasila.
4- Dedikasi yang penuh semangat mencari dan menemukan kebenaran dalam setiap bidang

ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat luas.5. Loyalitas dan sikap kerja yang tinggi.

2

BAB II
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA

Pasal 3

Yayasan bert-ungsi membina dan mengembangkan Universitas serta bertugas
menetaokan visi, misi, tuj uan dan kebijakan dasar (statuta), dan kebiiakan strategis
Renuana Induk Pengembangan yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku rlan
anggaran dasar/ anggaran nrmah tangga Yayasan.
Yayasan membentuk Badal Pelaksaaa Harian untuk bertindak melaksanalian tugas dan
fungsi sehari-hari dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Yayasan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Sekretaris dan Anggota SA Up
berdasarkan usulan Rektor.
Yayasan mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan
Senat Universitas.
Masa jabatan Pimpinan Universitas 4 (empat) tahrur, dan sesudahnya dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
Ketua Yayasan mengatur persyaratan dan iatac":a pemilihan Rektor.

Pasal 5

1. Yayasan mengusahakan pengadaan dana dan mengawasi pengelolaannya untuk
pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Yayasan mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana dan mengawasi
pengeiolaannya untuk menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Yayasan mempunyai kewenangan tentang penerimaan, penyimpanan dan penggunaan
dana serta pembukuan keuangan Universitas.

2
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2.

Pasal6

Jayasan mengesahkan Rencana Program Kerja, Rencana Anggaran pendapatan dan
Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.

f_atacara pengelolaan struktur biaya, tatacara pengelolaan dan pengalokasian dana
diajukan oleh Rektor kepada yayasan untuk disaltkan.
Pemeriksaan administrasi keuangan, asset kekayaan di Universitas dan yayasan
dilek-dkan oleh yayasan dengan menunjuk Ka'tor Akuntan publik.

BAB III
VISI, n/flSl, TUJUAI\

Pasal 7

Visi UP adalah menjadi universitas unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur
Pancasila.

Pasal S

Misi

MislUP adalah meningkatkzur penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas
untuK:
l. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang

keilniuarrnya.
2' Meningkatkan IPTEK yang unggul dalam meningkatkan kemandirian bangsa dan

berwawasan lingkungan
3' Menghasilkan layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarahat dan daya saing nasional berdasarkan niiai-niiai luhur Pancasila.

Pasal 9
Tujuan

Menjadikan UP sebagai per€uruim tinsgi unggulan berjati diri pancasila dengan
melaksanakan Tridharma Perguruan Tilggi sebagai berikut:1' Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam-rangka menghasilkan lulusan yang memiliki

keunggulan dan kompetensi.
2' Penelitian yang meqiadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan

- resparasif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negara.3. Pengabdian Kepada ivlasyarakat hasii kegiatan rilritur akadimika yang memanfaatkan
ilmu peng"qrT..dan teknologi untuk- memajukan kesejahteraan irasyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa

tsAB IV
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal l0
Status

UP merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh YPP-UP yang menyelenggarakan bidang
akademik dan non akademik secara otonom.

4



Pasal lI
Tempat Kedudukan

UP berkedudukan di:

1 |r.*S1"ng Sawa! Jagakarsa Jakartaselatan2. Jalan Borobra* N"i", z la"iil#iakarta pusat.

Pasal 12
Hari Jadi

Pasat 13

Pasal 14
Lambang

UP didirikan pada tanggal 2g Oktobe r 1966.

Lambang, Logo, Lagu, #T::"i*#ut, Busana dan Bahasa

uP mempunyai lambang, rogo, Iagu, bender4 atribut, ourrl,-g*.b*ru pengantar yangffiff ?Lffiil;Hil: j::::j:liltrJile1;il,-*d;'3i.,i,t"n,iup,serta?anirestas;

(r) uP memiliki lambang berupa-segi lima berisi tapak tangan kanal menengadah denganIimajari terbuka, bunga teratai, ,Jpi, p"ru oulu dan bintang bersudut lima.

@ Makna lambangP adalahsebagai berikut:

a, Bingkai segi lima : melambangkan Pancasila.

b. Tapak tangankanan terbuka.mgnengadah: ryelaqb3nekan 
sikap menjuqiung tinggi

pancasila J"iugui kebenaran hakiki, diwujudkan da-lam perbuatan nyata. 
r

c. Bunga teratai yang menyeburt*i**f: melambangkan kemanfaatan ilmu yang

dibeiikan oleh UP bagi masYarakat

d. Topi dan pena bulu: melambangkan ilmu', t .. - ^2+.

e. Bintang u"rruautiir"a: melambangkan keluhuran cita-cita

(3) Pengertian warna lambang:

a. unsur ke 1: Bingkai segi lima dengan warna dasar hitam yang melambangkan

keabadian.
b. Unsur ke 2 dan 4 : Tapak tangan kanan terbuka menengadah' topi dan pena bulu

dengan *u*u potitt, m"lamban-gtan k-et{ysan dan kesucian hati'

c. unsur ke 3 dan 5: Bunga ?";;oi, uintu"g bersudut lima berwarna kuning

melambangkan kemahasiswaan 
s



(t)

(2)

(3)

(4) Kelima unsur tersebut adalah satu kesatuan yang merupakan dasar idealisme organisasi
UP. Dengan didasari segi lima (unsur ke 1) yang merupakan manifestasi dari falsafah
hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pasal 15
Logo

Logo Universitas Pancasila adalah tulisan UP berwarna kuning emas yang mempunyai
makna:
a. Tulisan UP mempunyai makna jati diri sebagai perguruan tinggi yang senantiasa terus

berkembang
b. Wama kuning mempunyai makna kemuliaan.

Pasal 16
Bendera

Bendera UP terdiri atas Bendera Universitas yang berwama biru dan Bendera
FakultaVSekolah Pascamrjana yang berwama tersendiri sesuai jati diri fakultaVSekolah
Pascasarj ana .

Pasal 17
Lagu Kebesaran

Lagu kebesaran UP adalah Himne Universitas Pancasila.

Pasal 18
Atribut

Atribut UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa duaj4 emblem, dan
bentuk lain.
Atribut UP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipergunakan dalam upacara resmi
yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UP.
Atribut UP dalam bentuk emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dipergunakan sebagai tanda mata atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama UP.

Pasal 19
Busana Akademik

Busana akademik UP terdiri atas:

a. Bagi Senat Universitas adalah topi berwama hitam, toga berwama hitam, untuk
pimpinan Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dilengkapi dengan kalung
berwama kuning emas dan perak.

b. Untuk wisudawan, topi dan toga berwama hitam dengan samir/ponco berwama sesuai

fakultas masing-masing dan Sekolah Pascasarjana. 
6



c- Jas almamater berwama biru dan topi almamater berwama hitam.

Pasal 20
Motto

Motto UP: Menciptakan Sumberdaya ir4anusia Unggul yang Berwawasan luas,
Berkepribadian, dan Berbudaya Panca-sila.

Pasal 2l
Bahasa

(t)
a)

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar- di UP.
Selain Bahasa Indonesia se.bagaimana dimaksud pada ayat (l), bahasa Inggris dan
bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian
pengetahuan <ian/atau pelatihan keterampilan.

BABV
PEIYYELENGGARAA}I PENDIDIKAI\ TINGGI

Bagian Kesatu

Pasal 22

(l) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kcpada
masyarakat.

@ PendiCikarr tinggi merupakan upaya pembeiajaran yang mengembangkan kemampuan
belajar mandiri untuk menghaniarkan peserta didik r',rencapai kuaiifikasi tertentu sesuai
dengan tujuan pendidikan Urriversitas.

(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah iaat kaidah daiam upaya menemukan kebenaran
dan atau rnenyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan. tei<nologi, dan atau
kesenian.

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
bangsa.

(5) UP dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus dan
cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belaju eJearning serta sistem
penilaian yang menjamin mutu lulusan sest'ai dengan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjui mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagairnana
di-maksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Fasal 23

Program PenCidikan Tinggi Di UP

(1) UP menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan
pendidikan vokasi <ialam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
tertentu dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. (SPM PT).

(2) UP menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana,
Program Magister dan Program Doktor.
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(3) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan
instansi lain yang terkait.

(4) UP menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas program.Diploma dalam
pengelolaan UP

(5) Dalam penyelenggaraan ketentuan ayat (2) io ayat (3), Up dalam menyelenggarakan
Kelas Eksekutif, Kelas Reguler Khusus/ Karyawan, Kelas Intemasionai harus sesuai
ketentuan pyrundang-undangan yang berlaku.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih ianjut dalam perahuan Rektor.

(l) ts-urikulum UP dikembangkan berdasarkan:
a. Asas dan tujuan penyelenggaraan UP
b. Jati diri UP
c. Prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKND, Standar Nasional pendidikan
Tinggi (SNPT) tian Standar Penjaminal Mutu Pendidikan Tinggi (SpM pT).

(.2) Kurikulwn UP dikembangkan untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah
keserasian ilmu pengetahuan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup
kemanusiaan.

(3) Kurikulum uP diselenggarakan untuk membangun dan memperdalam keinsafan
kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan
agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alani.

(4) Kurikulum UP <iiselenggarakair melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdiarr
rnasyarakai, dan pelestarian ilmu.

(5) Kurik:lum uP untuk jeqlang program sarjana dan program diploma wajib memuat
materi muatan pendidika-n dan pengajarar,:
a. Agama
b. Pancesile
c. Kewarganegaraan

Pasal 24
Kurikulum

Pasal 25
Penelitian

(6) Kurikulum UP wajib iilemuat materi ke-universitas pancasila-an dan pentlalaman
pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata.
Kurikulum harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur tersendiri dalam peraturan Rektor.

(7)
(8)

(t) Aral; perencanaan, dan penyelenggaftum penelitian irarus dapat menunjukkan jati diri
UP.

(2) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan karya yang berdampii< pada terwujudnla
kesejahteraan umat manusia serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasionat
Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNpT) dan Srandar
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT).

(3) Bentuk susunan organisasi, tugas, dan fungsi penyelenggar-a penelitian ditetapkan
dengan Peraturan Rektor yang didasarkan pada kebijakan penelitian Up.(4) Pelaksanaan kebijakan penelitian uP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi
setiap taltun oleh SA.

(5)
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(1)

(2)

(3)

(t)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

pengabdian Kepada Masyarakat

Penyelenggaraan dan peraksanaan pengabdian kepada masyarakat di up disesuaikandengan perkembangan masyarakui aiu,, rdil-;;;;rupkan ilmu pengerahuan,teknologi' dan/alau seni serta *:lgu"u pada Kerlgka fua]ifikasi Nasional Indonesia(KKND, Standar Nasionar pendidi-kan ii"gd rsNFii d-ul, st*,iu, penjaminan MuruPendidikan Tinggi (SpM pT).
Pengabdian kepada masyarakat diraksanakan denga, mengacu pada pora dan konseppembangunan nasionar' wiravah, dan/atau o""."rril"rurri'l(erJa sama antar perguruantinggi dan/atau badan rain uuit-ai aau- ;.p*;il; negeri berdasarkan prinsipsalingmenguntu.ngka"r.
Bentuk, susunan organisasi, 

1ugas, dal 
_fungsi penyelenggara pengabdian kepadamasyarakat Citetapkan dengan peraturan Rektorl

Pasal 26

Bagian Kedua

Pasal 28
Sidang Terbuka Senat Akademik

*"n"",.""111i'f,'.is wa Baru

UP menj?rmin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh. jeqiang pendidikan

Ill5,i,[*** 
secara objektif, transparan, "k;;;"il; memperhatikan pemerataan

uP melakukan penerimaan mahasiswa rneralui pola pe,erimaan secara nasional.Selain pola penerimaan sebagaimana ai-"tr,iJ'pia^'-iiu, frl, r,rp ctapat melakukanpenerimaan mahasiswa bar.r jcnjang sarjana cian/atlu J,ra;, meialui:a. Pcneiusuran nrinat dan b-akatb. Jalur prestasi akademik dan non akademik (olalraga seni, t uda;,a)c- 
. 

Penerimaan lainnya yang dis"t..,ggu.uk* ie. 
--o-"'

Ketentuan mengenai pora dan tata.cara penerimaan mahasiswa baru pendiciikarr sariana.

F1Xlr,.lTflil"iendidikan 
profesi, dan p"naioiiun--uol"usi diarur tebih ranjt,t dalam

Sidang Terbuka Senat Akademik Up dilakukan daram rangka pelaksanaan wisud4
lle.s 

nat{ie!, pengukuhan Guru B::1r, ,g* p.rg-gf."il-loctor Honoris Causa-sidang Terbuka senat Akademik up aiin[i 
"l'JFa-lirg"* dipimpinoleh Rcktor.sidang Terbuka senat Akarremik up drdr.;i;r;;;;fi untuk mendengarkan pidatotahunan Rekror dan pidato akhir masa jalatan Rektloi.

Ketentuan mengenai tata cara dan 
"ti 

t"nru iial"g Terbuka Senat Terbuka Up diaturlehih lanjut dengan peraturan Rektor.
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B.A,B VI
KEBEBASAI\I AKADEMIK KEBEBASAN I\{IMBAR AKADEMIK

DAIY OTONOMI KEILMUAI\I

Pasal 29
Kebebasan Akademik

(l) Dalam penyelenggaraan tri
kebebasan akademik.

(2)

(3)

darma perguruan tinggi, di lingkungan Up berlaku

Sivitas akademika UP memiliki kebebasan akadernik dalam melaksanakan kegiatan
y_ang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tekn-ologi,
dan/atau seni secara bertanggungjawab.
Kode etik kebebasan akademik adalah bagian dari kode etik sivitas akademika up yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Reklor dengan persetujuan SA.

(l)
(2)

(3)

(l)

a)

(3)

(4)

(s)

(6)

UP menjunjung tinggi kebebasan mimbar ak-ademik bagi pendidikan tinggi.
Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengandung makna
ilmu amaliah dan amal ilmiah yang dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggun-giawab.
Kode etik kebebasan mimbar akademik adalah bagian cari kode etik sivitai akaiemika
UP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor dengan persetujuan SA.

Pasal 30
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 3l
Otonomi Keilmuan

(7)

UP memiliki otonomi untuk mengelcla sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraarr tridharma dan kegiatan leimrya secara terintegrasi, harmonis, dan
berkelan-iutan, baik di dalam maupun di itrar ke<iudukan Up.
otonomi pengelolaan LIP sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi bidang
akademik dan non akademik.
otonomi pengelolaan di biciang akademik sebagaimana dimaksud pada a;'at (2) meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional Up serta pelaksanaan tridharnra.
otonomi keilmuan wajib dikembangkan Up sebagai r.lr-rjud keteladanan, untuk
membangun profesionalitas, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat
dipertanggunglawabkan secara akademik.
otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan otonomi sivitas
akademika pada suatu caba,g ilmu pengetahuan, teknologi, 

- 
<ian/atau seni dalam

menemukan, mengembangkan, mengrmgkapkan, dan/atau mernpertahankan kebenaran
ilmiah menurut kaidzrir, ,neto{p ilmiah, dan budaya akadem.is.
Ketentuan mengenai otonomi keilmuan sebagaimana ketentuarr ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Rektor.
SA be(anggungiawab untuk melakukan pemantauan, oengembangan, dan penjaminan
otonomi keilmuan di UP.
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BAB VII
GELAR AKADEMIK SEBUTAN LULUS$[ DAN PENGHARGAAN

Pasal 32
GelarAkademik

(1) UP rnemberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang
diikutinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar sesuai
ketentrnn ayat (11 diatui' lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

(3) UP berhak memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor.Honoris Causa) kepada
seseorang karena pengabdian, pemikiian, dan jasanya i'ang luar biasa dalam menggali,
mengemb-angkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.

(4) Ketentuan nengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan
sebagainrana dirnaksud patia ayat (3) diatur lebih ianjut dalani Peraturan Rektor.

Pasai 33
Sebutan Lulusan

(i) Sebutan lulusan untuk:
a. Program Vokasi (D3) adalah Ahli Madya (Amd. ....) sesuai program studinya dan

diletai&an di belakang iiama.
b. Program Profesi sesuai program studinya.
c. Program Sarjana (Sl) adalah Sarjai,a (S. ....) sesuai program studinya dan

diletakkan di belakang nama.
d. Program Magister (S2) adalal Magister (M. ....) sesuai program studinya dat

diletaklen di be[akang nama.
e. Program Doktor (S3) adalah Doktor (Dr.) dan diletakkan di depan nama.

(2) Ketentuan tentang tata cara penggunaan sebutan lulusan diatur lebih lanjut daiam
Peraturan Rektor.

Pasal 34
Penghargaan

(l) UP berhak memberikan gelar DokJor Kehormatan @octor Honoris Causa) kepada
seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam inenggali,
mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.

(2) K-etentuan mengenai pemberian gelar Doktor Kehorrnatan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Rektor.
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BAB VIII
TATAKELOLA

Bagian Kesatu

Pasal 35
Pengaturan Tata Keloia UP

(1) Tata Kelola UP diselenggarakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNpr) dan Sistem peqiaminan tvtutu lendidikan Tinggi
(SPMPT).

@ Pengaturan tata kelola UP meliputi:
a. Otonomi UP sebagai perguruan tinggi.
b. Pola pengelolaan Up.
c. Tata kelola UP
d. Akuntabilitaspublik.

Pasal 36
Otonomi Pengelolaan UP

Otonomi pengelolaan pada Up meliputi:
a. Bidang akadenrik:

1) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:a) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterimab) Pcmbukaan, perubahan, dan penutupan program Studic) Kurikulum program Studi
d) Proses Pembelajaran
e) Penilaian hasil belajar
fl Persyaratankelulusan
g) Wisuda

b

2) Penetapan norm4 kebijakan opei'asionai, serta peraksanaan peneritian dan
pengabdian kepada masyarakat.

Bidang nonakademik:
1) Penetapan norma, kebijakan operasionar, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:a) Rencana strategis dan operasional

b) Stnrktur organisasi dan tata kerja
c) Sistem pengendalian dan pengawasan intemal
d) Sistem penjaminan mutu intemal

2) Penetapan nonna' kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

.a) lerglcanaan dan pengeiolaiur anggaran jangka pendek dan jirgkaffi*b) Tarif setiap jenis layanan pendidikan

:) Penerimaan, pen,belanjaan, dan pengelolaan uangd) Melakukan investasi jangka pendek lan jangka p"anjange) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga daram lingkip Tridhama perguruan
Tinggi

f) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan3) Penetapan norma, kebijakan operasional, d-an pelaksanaan kemahasiswaan terdiri
atas:

a) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikulerdan ekstrakurikulerb) Organisasi kemahasisrvaan
c) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa
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4) Penelpan norm4 kebijakan operasional, dan peraksanaan ketenagaan terdiri atas:a) Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusiab) Penugasan, pembinaaq dan pengembangar sumber daya manusiac) Penyusunan target kerja dan jenjang karir surhber dava manusiad) Pemberhentian sumber daya manusia
5) Penetapan norm4 kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana

terdiri aias:
a) Penggunaan sarana dan prasarana
b) Petnanfaatan sarana dan prasarana
c) Pemeliharaan sarana dan prasarana
d) Penghapusan dar/atau pengadaan sarana dan prasarana

Pasal 37
Akuntabilitas Publik UP

(l) Akuntabilitas publik UP diwujudkan melalui pemenuhan atas:
a Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Up
b. Target Kinerja
c. standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu.(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada y-t r-ul dalam bentuk
laporan tertulis ta-hunan.

Pasal 38
Bentuk Peraturan Perundang-undangan

(l) Bentuk peraturan perundang-unciangan di UP adalah:
a. Yang hersifat mengarur:

I ) Peraturan YPP-UP
2) Peraturan Rektor
3) Peraturan Dekan
4) Peraturan Direktur SPs

b. Yang bersifat peneulpan:
l) Keputusan YPP-UP
2) Keputusan Rektor
3) Keputusan Dekan
4) Keputusan Direktur SPs

c. Yang bersifat pemberitahuan:
1) Surat Edaran YPP-UP
2) Surat Edaran Rektor
3) Surat Edaran Dekan
4) Surat Edaran Direktw SPs

d. Yang bersifat penugasan:
l) Surat Tugas YPP-UP
2) Surat Tugas Rektor
3) Surat Tugas Dekan
4) Surat Tugas Direktur SPs
5) Surat Tugas Ketua Panitia
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(2)

(3)

Ketentuan selagaimana tercantum ayat (l) diatur sebagai berikut:a. Untuk Perahran dan/atau Keputusan:
1) Dibuat di atas kertas A4
2) Berlogo 

- up ciengan turisan unit kerja (Universitas/ Fakultas/program
Pascasarjana)

3) Untuk Ypp-Up berlogo ypp-Up
4) Huruf Tlmes New Roman 12

b' Untuk surat menyurat dapat menggunakan kertas A4, huruf rirnes New Roman 12,alngan.^k9n unit ke{a.yang bersangkutan (kop surat dengan 
"h;i ;;;telepon/faks, email, website)

untuk surat tugas sebagaimana tercantum ayat (1) huruf d angka 2 jo angka 3 jo angka 4jc angka 5, dapar didelegasikan dan/atau dili-pd;d k6;" pejabat lain.

(l)

(2)

(l) YPP-UP rnemiliki kewenangan:

. Pasal39
Pengangkatan Pejabat

Fassl .10

Kewenangan YPp-Up

Pejabat struktual dan/atau nejabat dengan-jabatan tugas tambahan di tingkat Rektorat,Fakultas, danrhtau sekorah pascasarjana diangkat danratau diberhentikan oreh Rektor.dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan iuy*-.
Ketentuan sebagaimana dimaksuci ayat (r) di6til lebitr lanjut dalam peraturan
Yayasan.

a.

b.
c.
d.

e.

f.

h.

Ilenetaptan Kebijakan Umum pengelclaan Up baik di Lidang akademik mapunnon akademik

Y.:q...fl:n Rencana Kerja rlan Arrggaran (RKA) Up
Melakukan koreksi terhadap RKA-Lrp 

-

Y"i$,rIT _uu4it terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik maupun nonakademik UP
Menerapkan peraturan kepegawaian.

Y:l"3r.f- ,"*turan rentang kriteria, persyaratan dan tata cara pernilihan Rektor.lviemDeflKan persetujuan yang berkaitan dengan usulan pengangkatan ;;;,pemberhentian pegawai
Memberikan persetujuan yang. berkaitan dengan usrrlan pengangkatan y/akil
Rektor, Dekan, Direktir Sekolah pascasarjuru, ivukif D"k*irrie.iri"r,b".fr#
SPs.

Iviemberikan persetujuan tentang penghapusan dan/atau pengadaan aset ypp_Up
yang dikelola oleh Up.
I\'leminta laporan tertulis Rektor atas penyelenggaraan kegiatan tridarma up secaraberkala.

k.^^Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh ypp_Up unruk kepentingan Up.YPP-UP dapar mengundang pr.piruntniu"rsitaslFakultas/s"k"r"h p*;;;;"*;;r.
acara Rapat Gabungan yang diselenggarakan setiap 6 (enam) brh ;; ;il;-"kh;semester.

J

(2)
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Bagian Kedua

'i st.rk"*3.lnisasi
(l) Organisasi UP terdiri atas unsur

a. Penyusun kcbijaka^r
b. Pelaksana akademik
c. Pengawas dan peqiaminan mutud. Penunjang akademik atau sumber belajar .e. Pelaksanaadministrasi

@ Bentuk, susunan' tugas pokok da-q fungsi organisasi up diatur danlatagditetapkantersendiri dalam peraturan Rektor.

Pasal 42
Senat Akademik

(t)

(2)

Senat Akademik merupakan badan normatif tertinggi di bidang akademik cii tingkatUniversitas rl anlatau Fakultas/Sekoiah pascasar; ana. 
""

Ketentuan mengenai kriteria dan/atau tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentiandan/atau pergantian anggot4 pelaksanaan sidang Eeuat Akadenrik, tugas dantanggungiawab, serta masa bakti senat Akademik diutu, lebih lan;ut dalam peraturan
Rektor.

(3)

Pasal 43
Pinnpinan Universitas

(l) Rektor adalah oimpinan tertinggi di Up(2) Masajabatan Rekioradat,n +jEmpaf) tahun dan dapat dipilih kernbali untuk masa bakti
jl{:ilXtlffiTl lff'rn""r" 

dengan ketentuan tiaat torei r*hir,;;;t(dua) kari masa
(3) \?P-uP denqan-pertimbangan tertentu dapat memperpanjang masa jabatan R.ektorselama r lsatu) tahun dengan ketentuan tidakboleh tgi1tt 2 (dua) kari perpa"rjangan.(4) Rektor diangkat dan/atiu diberhentikan ,r; 

-ypp-up 
,"t.iut,--emperhatikanpertimbangan yang diajukan SA.(5) 

ffilX: 
Rektor birhaiangan tidak tetap, -rPp-up 

dapat menunjuk pelaksana Tugas
(6) Toleransi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (iga) bulan berturut-turut.(7) -Apabila Reklor berlahngan r;6,a. Apabila masa jabatan Rektor.akan berakhir paliug lart:a 4 _ 12 bulan lagi, makaYPp-Up dapat menunjuk pejabat Sementara. 'b' Apabila masa jabatun R.tto, akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulan lagi,YPP-UP dapat mengangkat Rektor a"ng* ,tutu. p".gurtian Antar Waktu sampaijabatan Rektor yang berharangan tetap berakhir. 

vr.q,Lro, rl,tal'
(8) Toleransi berharangin tetap adarai'teuin aari i G;; buran berrurut_turut.(9) Ketentuan mengen-ai kriteria, persyaratan danlitau tata cara pengangkatan dan/ataupemberhentian Rektor diatur rebitr tanjut dalam p.iuiur* ypp_up.(r0) 

I"1x1:t11i?"fi8-i?:il"fi.iif:;'d;;;;*iiu*uu'va dibantu oreh sebanvak-
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(1)
(2)

(1 I ) Wakil Rektor dianekat dar/atau diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan yayasan.(12) Masa jabatan wakir Rektor adarah + i.^ffi',;;oan dapat diangkat r."rruri i"ngunketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dr;i-d;;;;batan berturut_turut.t"' 
tfflii,Xtii.Rektor berhaangli-iii'i"ffo'ii"r*.r dapat menuqiuk peraksana

(14) Toreransi berharansan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut-turut.(i 5) Apabila Wakit Rek]or b".hdrr;;;;;;*'*^' '

: t';$:&f;tri#fftffi,:X,mU*l#" 
pa,ing ,ama 4 - t2 butw, tagi,

u' ApaD,a masa iabatan wakil Rehor akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) buraniagi' Rektor daput 
r31ea-neLut w"til n"[t". iilgan status pergantian Antar waktusampai jabatan Wakil Rekior yang t"rf,ui*gil.tup berakhirc' Ketentuan sebagaimana tercantui aa". 

"y"i 1i2-hwuf a jo huruf b dilaksanakanmelaiui Sidans SA Universitas d* p".*lrjirrhp_up.
( 16) Toleransi berhalan-san r
trzir"i"',..*",""ffi ;"f '[9,,*1tf]jjlr,J:ff1T,#*1T,":ilkatandar/arau

pemterhentian dan/atau p".g*ii*- wutii n"t,"r ai"t* lebih ranjut dalam peraturan
( I 8) Rincian tugas dan/atau tanggrmgiawab serta kewenangan Rektor dan wakir Rektori:Hfl,ljgul daram o,g;r,Eia_ i",ir".:I"rlniu".,itu, yang ditetapkan Jengan

Pasal 44
Pimpinan Fakultas

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

D,cka.r adaiahpimpinan tertinggi di Fakultas
rvrasa Jabatan DeLs adarah 4. (ernpat) tahun tian dapal dipilih kenrbaii untuk masa bakti
;J:Hi]ffJl,Hf,*r" a",e,, fui1,,,,,*,ilffi"Ih rebih dari 2 (dua) kari masa
Dekan diangka-t dadatau 

^ 
diberhcntikan oleh Rektor setelah memperhatikanpertim.bangan yang diaj ukan sA F.akri il ;; pJ.i"trj J]I v pp-up.

fiffl;: 
Dekan berhatene* tt,:ur i"tuplHil;':#1 menunjuk peraksana rugas

Toleransi berhalangan tidak tetap maksimat adalah 3 (tiga) bulan berturur-turut.Apabila Dekan berhalangan rerap:

" ffi,:1i#frffi'*ft'*}]il,,.5il:;#:1,- paring rarna 4 - 12 butan lagi, maka
o' Apablla masa jabatan Dekan akan berakhir rebih rlar: l2*(duaberas) bulan lagi,Rektor dapat mengangkat nei.an aenga, .irffi#
^ jioir* o.t un y-!u.?t ul-g* ,.,up iJ*#r.- 

r urgantran Antar waktu sampai
c' Kerentuan sebagaimana tercanturrl diram ayat (6) hurur.a jo huruf b diraksanarlan

_. . melatui Sidang SA Fakulras dun;r;;i;j;;;;b]i;.'
]:fy:, berhalangan retap 

"dal"h 
le;ih;; :lire"ir.itl; b"iturut_turut.Kelentuan mengenai kiteria,. persyaratan dan/atau tala cara pengangkatan dan/ataupemberhenrian Dekan diatur I"uil, r*; ri J"l Ji'"p"rri*fihiu,"..Dekan dalam melaksanakan

kurangnya2 (dua) wakilD"kJ:g* 
dan tanggungiawabnya dibantu oleh sekurang-

(e)
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(10) ysl Dekan diangkat da./alau diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan SAFakultas dan persetujuan yayasan.
(l l) Masa jabatan wakil Dekan 1dl4 1 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan

ketentuan tidak boleh lebih dari Z 1a*y Ufi masa jabatan berhrut_turut.(12) Apabila wakit Dekan berhalangan tidak t"tup, ut* usul Dekan, Rektoi aapat menunluk
salah satu Wakil Dekan sebagai pelaksana Tugas Dekan.

!11) Td"..y$ berhalangan tidak titap i,mksima aiauh l (riga) bula:r berturut-turut.(14) Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap:
a. Apabila masa jabatan wakil Dekan aka'r berakhir paling rama 4 - 12 bulan ragi,maka Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan, iapat menunjJ< i"3uUu,

Sementara.
b' fnSulta masa jabaran wakil Dekan akan berakhir lebih dari 12 (duabelas) bulanlagi, Rektor dapat 

T.:lgangkat \', akil Dek^an dengan status pergantian Antar Waktusampai jabatan Wakil Dekan yang berhalangan tJtap berakhir.c. Ketentuan sebagaimana tercantu,, darum ry"t <r+irr,"riu jo rru*r u <iilaksanakanmelalui Sidang SA Fakultas dan persetujuair ypp-Up.
(15) Toleransi bcrhalangan tetap adaah letih dari 3 (iigafbuhn berturut-turut.(16) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dar/a;; tata cara pengangkatan dan/ataupemberhentian dan/atat pergantian wakii Dekan diatur lebih i*;ii aur"- 

-r"*t*r.
Rektor.

( 1 7) funcian tugas dan/atau tanggungj awab serta kewenangan Dekan dan wak Dekanciatur lebih lanjut dalam organisasi dan Tata Kerja Univ-ersita. y-g ai,"tupt- al,gu,Peraturan Rektor

(l)
(2)

pim p i nan allo',1'noi"."rr, 
"; 

u o,

Direktur SPs adalah pimpinan terlinggi di Sekolah pascasarjana
Masa jabatan Direktur Sps adalah 4limpat) tahun dan aufut aipifit t".bali untuk masabakti 4 (empat) tahun berikutnya dengan ketentuan tlaa[ tcfei, l"lrih ;;;i ti;;;i'il;masa jabatan berturut-turut.
Direktur sPsdiangkat dadatau diberhentikan oleh Rektor dan-persetujuan ypp-Up.

$i.:i.1[?ij:l-r 
PPs berhalangan tidak terap, n"mo. auprt menunlui peraksana rugas

Jolellnsi berhalangan tidak tetap maksimal adalah 3 (tiga) bulan berturut_turut.
Apabila Direktur Sps berhalangan tetap:
a. Apabila masa jabatan DiTfT lI, t* berakhir paling lama 4 - 12 bulan lagi,
. maka Rektor dapat men..rnjuk pejabat Sementara.b' Apabila masa.iabatan Direktur sps akan berakhir rebih dari 12 (duabelas) bulanlagi, Rektor dapat mengangkat Direktur sps dengan status pergantian Antar waktusampai jaba.tan Direktur Sps yang berhalangan teiap berakhir.c' Ketentuan sebagaimana tercantum dalam alat 1oy rrurur ajo huruf b dilaksanakan

dan persetujuan ypp-Up.

(3)
(4)

(s)
(6)

ll) Toleransi berhalangan tetap adalah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut_turJt(8) Ketentuan mengenai kiteria, persyarutun dui;;;; tata cara pengangkatan dan/ataupemberhentian Direktur Sps diatur Gbih lanjut dalam peraturan ti"t6.. "(9) Direktur Sps dalam 
.melaksanakan tugl a; t_ggungiawabnya dibantu olehsebanyak-banyaknya 2 (dr,ra) Asisten Direlitur.(101 45;r1.n Direktur diangka( dan/arau diberhentikan oreh Rektor dan persetujuan yayasan.(11) Masa jabatan Asisren pi:"I,.rl adarah 4 t"-p"o-iln* d". dd"i-;i;'.gk"itl,ilu"ri

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari z (aua)iaii rnasa jabatan berturut-turut.
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(1)

Q)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

(l)

(2)

t' 
" [-"f;H,ffiX'#?#"ri4 persvaratan dan/arau lara cara. pengangkaran dadat4uRektor. r pergantian Asisten Direktur <

(I3) Rincian tugas dan/atau 
rtatur lebih Ianjut dalam Peraturan

lirektur diatur lebih - 
hggungidwab serta kewenangan D5ktu, sps dan Asistena;t"tupr-i1,il#H"lffi,'i"ffji o's*l'*i dan rata K.d ui;u#i"li*,

*,.o,,"1ii#r'"1m stud i
Pimpinan progmm Studi terdiri atas:a. Kefua Jurusan

I fetuafroeram Studi pascasarjana
c. Ketua Basian
Masa jabatan firnpinan fro

l'ffi 
"ilnroru$,;+$*,fi :'-il::t,*;**,'[T**,:#

ffffff.",* pertimbangan yang aia;*an o"ffiir"ou Sps dengan persetujuan
Ketentuan mengenai kriter.

,*3*1"*g"p"T[:?;1"#ffi "xY;Hf 3J;ii,ffi.il#l'ffi ,f yJ#
Pimpinan program Studi dr

i":ri,ir$iifffl 
.ih,'.*fr 

#'.J:,':::,anggungiawabnvadiban,uperiimbangan Dekar../Direktu

,M*1 j *"* ;; ffi ,"'..r,:j: 
.*h 

tffi l 
"-[,ru,,, 

; ::" 
"_:- :: 

j;:
[:[ffiT-,ffT* kerentuan 

-tidak 
bolei r"i;,;;;i,r;, (dua) kali masa jabiran

Ketentuan menEenai kriteria

B:.,"*1IH:il"PHJ;:r#l:'#ff :HSffi :"f tJff i,ffL*ilfi f Ifr ,,1*:t
Rincian lugas dan/atau tantgungjaw.ab serta kewenangan pimpinan dan Sekrc(arisl::flT, studi diarrr leuin iaqiui"aah-'n orJun#ilfflditetapkan a"ngan ee.aiu.a., R"ttor. ata Kerje Universitas 1'eng

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPET{DIDIKAN

Pasal 47
Dosen dan tenaga kependidikan Up harus memiriki kiteria minimar tentang kuarifikasidan komperensi vang ditetapkan 

"r.n i,r"irr"iv"r'on"ii',"no,o,tan Tinggi (SNpr)untuk menYelenggaralian p.raialm Juru* ;;;*d#:rrhan capaian pembeta.iaran

Rektor dengan persetuj uan ypp-Up dapat menaanskatstandarNastnaip;ilil;Tinggi(SNpr). dosen tetap sesuai <iengan
Kriteria dan/atau prasyarat *trri;r"qiuai i"sen dan tenaga kependidikan diatur daramperaturan kepegawaian Up y*g ai,",rirt* a""e"i]"."'ffi 

"*o_up.

(3)

IE



. (4)

(5)

(r)
Q)

(3)

(4)

(r)

(2)

(1)

Q)

(3)

Pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau penempahn dan/atau penugasan dosendar tenaga kependidikan ditetapkan dengan K";,i;; ilfr"..
ffiffHr#?ffii:i. jabaran akaaemiri;.#;#;il"fada peraturan perundang-

Ithl# :?fl'l,f,lfff * rt,* tersendiri daram peraturan Rektor.

::.:.rdt.t ti",,"fr.l,l.ffnjfllLk' tungsi lembaga r.'nuugu t"*ir,*iswaan diatur
nuDungan organisasi alumni 

.dengan Universitas daa,/atarkesepakatan bersama antara ralumni. pimpinan Universitasd;;Jffi,illT.f#[:tr jtr#

f:iil:1an 
sebagaimana dimaksud ayat e) diretapkan lebih tanjut daiam peraturan

BABX
IViA}IASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 49

ii.,\B XII
SARAI{A DAN PRASARANA

Pasa! 5C

BABXIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 51
Keuangan

UP didorong mengada-kan O:13"_, baik di bidang akademik maupun non akademikoengan rnstansi pemerintah dan/ atau,**t" d;;i;,-;;;;lain-n;'a dari dalam negeri ,ruuprn d*i I;;;;;-'urr 
pr'r $uruafl tinggi danlatau pihak

;,;T,IT;;ffi;i rr"Xml*k*l'ilii 
j;"., 

Up sebaga i mana d i maksud aya t

Sarana dan prasarana untrk mendukung kegiatan lridarma rmemenuhi kriteria minimar t.r,*g i*i"'1";ffi;ffi1ffi1fff;""#i"lfiH
Standar Nasiona.l pen<tidikan Tinggi fSlrpfl.- 

us' Pra!.u.

Pengadaan dar'/atau p*uruut i-auJuLJ pengt aprsar, sarana dan prasarana diaturtersendiri dalam Keptusan yayasan sererah men#ml usiiun neno..Pelaksanaan kerenruan ayar tzi ailrr.,rr.* ,.t"iJ *.i,ill"ln persetujrrarr ypp-Up.

Pembiayaan pembelaiaran .ri Up diusurkan oreh Rektor dan ditetapkan oreh yavasanberdasarkan kiteria minimar renrang kompon", d;;;;- biaya investasi dan 
'biava

operasicnal sesuai Standar N".i"rd i;;il;;;r#;iiiffiD

(t)
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(2) UP dapat menggari sumber-sumber dana aaram.bentuk_ sumbangan dan hibah, bantuanbeasisw4 iasa. pembentuk- *i i ui.ri./t"rJri"i, a'L,"ir-r"ir.('l) , Laporan keuangan Up disusunterdas;#'iil;#istandar 
Ak,ntansi Keuansan_(4) Ketenruan mengenai oengeroraan d"*e;;#Lpor* k"u-gan diusurkL orehRekror dan ditetapt*yairu[t* 

"r"r, 
v"v^il. '*' "

Pasal 52
Kekayaan

Pasal 53

Pasal 54

BABXV
KETENTUAI\ PERALIIIAN

Pasal 55

(1)

Q)

(3)

Kekayaan berupa benda drdull" harta bergerak dan tidak bergerak merupakan asetIll-.Y.I,llS rengerolaannya di.".ur,** r"iua;iril' ""'

;;,Jl$'Xil.TJ:Iffffiil#if,ffij1" s"ruruh kekavaan dan meraporkannya
Ketentuan mengenai pengerolaan au"lutui 1".*faatan dan/atau inventarisasi dan/atau
ffiffi:"* dan'/atau penghapusarr kekavaan ar"*'[i* lanjut dalam peraturan

(1)

(2)

(t)

(2)

Penjaminan mutu internal di Up dikembangkm melal, .
evaluasi, pengendarian dan nenipgftn141 .1""0".?"riro/t#i,,rro;r.or-, pelaksanaan.
sislem penjaminan muru'intemir. up u"rJ^'".i#'i?runet" Kuarifikasi NasionalIn<ionesia (KKNI). Srandar-. Irlasional p"raid'f.L ijrr*, taiUrf) dan SlandarPe,riaminan Mrrru perguruan tinggi lspMpri;J;;;irr';:lr. peraturan Rektor.

Standar pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinssi I If terdiri atas sejumlah standar rialam bidang akadernik dannonakadernik,yang melJripaui.strndar Nasionai r"njiliii rirg*i.
ffifil:* sebagaimana dimaksud ,yu, fi) ai,."pi*^ilurr., tanjut dalam peraturan

Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
I ' Seluruh kegiatan De'vf]11gca11n can/. atau peraksanaan tridarma perguruan ringgi diUP harus berpedomandany'.atau disesuaikan dJng;L,"n,r* Statuta ini.2. Penyesuaian juga meliputr pengelolaan dan/alau tarduiatau tia"rg?" Jra"*iL. a kelola UP di bidang akademik

20

BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MTJTU INTERNAL



(l)

Q)

(3)

(4)

Pbrafuran Rektor vrro tnparnoL-- 
'

r,ip'"#**t*{-ffi+-lxffi ,'r";ff
ii:i:t*HH'hHHTi1"-tN',",iifr twvz,.,.zreotanssltutu

9,":*srrrrt l*gbaru.- chp bcrlaku sepaqiang,io* u.L"rligu.,
r-ral-hal 

'vang belum.diatur dalam statuta,ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturanYP'-L,. dan meruoaF;",,dri*"fo* 
"*isahkan 

o*; st"tu," ini.statura ini mutai berlaku paou tungguiiii.Lpr..r.

BAB XYI
KETENTUAI\T PEI\TUTI,P

pasal 56

Diterapkan di
Pada

: Jakarta
: Ll Juti20t5

dan Pembina
Pancasila



HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA

DISINI DI UNIVERSIIAS PANCASII-A MU
DISINI TERHAMPAR I ADANG-LADANG SGALA ILMU

DARI KAMPUS MU KEIAR HASRAT UU PTTTTI.qN SNR]ANA MU
CAPAI CTTA MU "TUK NEGARA MU BANGSA ONTI NENNN T'AU

DISINI DI UNIVERSTTAS PANCASILA MU
TETApT(AN HATr MA-ca DEpAN MU seceNrni-aruC MENTARI

TETApT(AN HATr pARA. DosENMU BER UANG rui reseRHAsr-AN Mu
DARI KAMPUS MU I(AU KAN SEBARKAN ILMU

DARI KAMPUS PUU\ KAU HIMPUN ILMU
KAU TEGAKKAN I(AU SIAP I(AN MU HNOAPi UNSE OEPET.I

BANGUNLAH PANDANGI.AH DERIIA RAKYAT MU

DISANA UNTUKNYA KAU DI TUNTUT AMAL MU
DISANA UNTUK}{YA T.AU DI TUNTUT BAKII MU

JAi.JGA.N IGU SII.AU PADA DUNIA INI
LANGKAH KAN MAJLT TUNDUK Xeru ntrufnnCnru UU

HANYA i.AH SATU TUGAS MULIA I,IU
MANFAATMN I.AH DIRI.TUK sEsAMA MU

DARI SINI CIPTAI(AN DUNIA A[.4AN DAMAI
DARI SINI CIPTAMN DUNIA AMAN DAMAI
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